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PENDAHULLU AN

Tidak begitu terasa hebera-
daan Pengadilan Tata Usaba Ne-
girg ying berwenang memertk-
sa, memutos dan menyelesaikan
senpheta tam usaha nepara sudab
berjalan hampir 19 [sembilan
belas)y tabun lomanya. Walaupun
demikian dirasakan masih ada-
nvi kurang kesatuan  pendapat
tentang pengertian dan perbeda-
an antara Keputusan Tata Usaba
Nepara dengan Akta vang dibuat
dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) vung secara sub-
stansi] kewenangan memeriksa,
memutus  dan menvelesaikan
permasa-lahan tersebut ada pada
badan peradilan vang berbeda.

Hampir senibilan belas tahun
lamansa badan peradilan st
uraba nzmarn telah melal sonakan
fungsimv dalam memerniksa,
MEIiE, serta menyelosalkan
senghety ot wsaha nesara, ukan
tetapi  dalam implemaentasinya
masih wrlihat adanyva perbedaan
pendapat. antara lain mengenal
peogertian apakah PPAT meru-
pakan 3adan atau Pejubat Tata
[ saha Negara? serta apakah Ak-
ta vane dikit PPAT dupal dya-
dikan ohjeh vuvatan di Peradilan
Tara Usala Negara!

Dalam Undabe-unduany No-
mot 3 Tahun 1986 tenlany Per-
adilan ot [suha Newara, pe-
rigertian senecheta tata ussha
negara semdinl adalih: "Senghe-
la vane tmbul i bidang tata

usaha negara antara orang dlau
badan huhum  perdata dengan
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Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara baik di pusat maupun di
daerah sebuagal akibat dikeluar-
kannva Keputusan Tata Usaha
Nepara termasuk sengketa kepe-
pawaian berdasarkan peraturan
pevundany undangan yang ber-
laku™ {Pasal 1 angka 43,

Scneketa tala usaha negara
vang merupakan objck gugatan
di peradilan tata usaha negara
timbul schagai akibat dikeluar-
kannya keputusan tata  usaha
negara oleh Badan atau Pejabat
Tata llsaha Negara yang menint-
bulkan kerugian bagl seseorang
atay, badarn hukum perdata. Pasal
1 angha 3 menvatakan penger-
tian heputusan Tata Usaba Ne-
gara ialah sualu penetapan ler-
wlis vang dikckeluarkan oleh
Badun atau Pejabat Taia Usaha
Negara vang berdasarkan pera-
turan per-undang-undangan yang
herlaku vang bersifat konknt,
individual, dan final vang me-
nimbulkan akibat hukum bagi
seseorang  atau badan  hu-kum
perdata.

Menurut ketentuan di atas,
hanya keputusan tata usaha ne-
gara vang  bersifat individual,
komkrit. dan final yang dapat di-
jadikan sebagai objek gugatan di
peradilan tata usaha negara. se-
dangkan keputusan yang tidak
memenuhi ketiga unsur tersebut
bukan merupakan objek gugatan
di Peradilan Tata Usaha Negara.

II. PERMASALAHAN

Sesuai dengan uratan di atas.
maka permasalahan yang dike-
mukakan dalam tulisan ini ada-
lah apakah PPAT merupakan
Radan atau Pejabat Tata Lisaha
Negara dalam pengertian 1L
PTUN?, dan apakah Akta PPAT
dapat dijadikan objek gupatan di
Peradilan Tata llsaha Megara’
Kedua permasalahan tersebut
perlu mendapt kejelasan  dalam
kaitannya dengan kewenangan
PTUN dan tugas pokok Pegjabal
Pembuat Akta Tanah. terutuma
mengenat :

1. Kedudukan dan kewenangan
PPAT menurut sistim hu-
kum Indonesia, dan
hedudukan dan kowenangar
Badan atau Pejabat Tata Llsa-
ha Negara, khususnya vang
berhubungan dengan perma-
salahan pendatiaran tanah.

F.a

II.PEMBAHASAN

Pada bulan Desember 195¢
telah  diundangkan  Undang
Undang Nomor § Tahun 198
tentang Peradilan Tata Lisah
Negara, Undung-undang ini di
nvatakan berlaku  sejuk  @hw
1991, Hingga saat ini UL In
telah  dilaksanakan harmpir 1!
tahun oleh PTUN. Sgjalan de
nggan kebuluhan hukum. ULT in
telah diubabh dengan  Lindan,
Undang No-nwr 9 Tahun 260



tentang Perubahan Atas Undang-
L'ndang Nomor 5 Tahun 1986
tentang  Peraditan Tata Usaha
MNegara,

Sebagal institusi baru dan
apar Peradilan Tata [lsaha Nepa-
ra dapat berjalan dengan baik
sebagaimana  dikehendakl oleh
Undang Undang Nomor 5 Ta-
hun 1986, pada awalnya bangsa
Indonesia perly belajar dengan
melibat pengalaman negara ne-
gara vang mempunyai Peradilan
semacam itu. Salah satu negara
vang memilikinya adalab negara
Belanda. Dalam tulisan imi, pe-
nulis memilih PTUN Helanda
sebagal bahan kajian dalam tu-
lisan 1ni. dengan pertimbangan
bahwa Peradilan Tata Usaha Ne-
gara atau ddministratiere Recht-
sprack di negent Belanda terpi-
sah denpgan Peradilan  Umum.
serta adanva ikatan historis an-
lara negen Belanda denpan In-
donesia. yang pengarubnya ma-
sih dapat dirasakan sampai kini
menurut hukum positit.

Menurut Pasal 4 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986
Peradilan Tata Usaha Negara di-
halakan sebagat  salah  sato
“pelaksana”  Kekuasaan Keha-
kiman bagi rakval pencan kea-
dilan  wrhadap scngketa Tara
I'saha “~cgara, Semcntara itu.
muhurutl Lndang Undang Nomor
& Tahun 2004 tentane Perubahan
Lonndane-Undany Mooy 5
Tahun 1986 Peradilan  Tata
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1'saha Ne-gara adalah salah satu
“pelaku” Kekuasaan Kehakiman
bagi  rakvat pencan  keadilan
lerhadap sengketa Tata Usaha
Negari. Kedua UL 1L
menggunakan  kata  berbeda,
vakni kata Tpelaksana” dan kata
“pekaku’

Philibat dare segn wakia, pada
akhirnva  legislatift  {pembuat
undang-undanp] lebib cenderung
memakal kata “pelaku” daripada
kata “pelaksana”. Meshipun de-
mikran, penuhis berpendapat bah-
wa penggeunaan kedua kata terse-
but tak ada perbedaan prinsipit
pergertianns a. Hal inipun dapat
dilihat dalam penjelasan.  baik
pada Undanp Undang Nomor 5
lahun 1986 maupun Lindang
Undang Womor 9 [ahan 2004,
tak ada penjelasan tentang per-
bedaan pengertian antara Kata
“pelaksana” dan Tpelaka™

M dalam penjelasaon wmum
CUPTUN, dikatahan babwa Per-
adilan Tata Usaha Negara itu
diadakan dalam rangka membe-
rikan perfindungan kepada rak-
vat pencart keadilan, vane me-
rasa  dirinya  dirugikan  akibat
diterbitkannyva keputusan tata
usaha neeara. I berari. baik
schagal pelaksang ataw pelaku.
PIUN adaluh penoadilan vang
melindungt rakval pencart kea-
dilan akihar adanva  keputusan
tata usilia negira,

Herdasarkan  peraturan per-
undang-undingan vang herlaku,
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lugas utama suatu negara ialah

memberikan pelayanan pada ma-

syarzkat umum. Tugas pelavan-
an urnum pada masvarakal dibe-
dakan memadi 2 (dua) vaitw:

1. Bclavanan negara pada ma-
svarakal umum di bidang hu-
kum publik: dan

2. Pclayvanan negara pada ma-
syarakat umum di lidang hu-
kum perdata:

Nepara dalam menjalankan
lugasnya atau fungsinya sebagan
pelayan ununn pada masyarakat.
dengan sendininyva diperlukan a-
danva organ vang disebut de-
ngan orgdn negara, janpa ada-
M¥a Orean negara. Kiranya muos-
tahil suatu negara dapat men-
jalankan tugas. fungsi. kewe-
nangan serta kekuasaannya.

Pelayanan umum yang dila-
kukan oleh organ nepara. vang
bertindak untuk dan atas nama
negara di dalam memberikan pe-
layanan kepada masvarakat u-
mum neliputic
1. Pclayanan terhadap

kumn Perdata. dilakukan oleh
organ negara yang disebut
Pejabat Limum dalam hal i
PPAT.
Baik Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara maupun Pejabal Umum ke-
duanva merupakan organ ncgara.
tetapt kita hendaknva harus bersikap
hati-hati. karena antara kedua organ
negara tersebut  walaupun  suma
memberikan pelavanan umum kepa-
da masyarakat, tetapi kewenangan-
nvu adalah berbeda
Fksekuotif vang juga disebut Ba-
dan atau Pejabat Tata Usaha Negara
hanya mempunyal kewenangan di
bidang hukum publik. sedungkan
Pejabat Umum kewenangannya ha-
nva di bidang hukum perdata. Ke-
simpulannya Pejabat Umum hukan
Pejabat Tata Uisaha Negara sedang-
kan Pejabat Tata LUsaha Negara pun
bukan Pejabat Dimum. Untuk jelas-
nva perlu digambarkan suatu skema
vang memperjelas perbedaan antara
Pejabat Urnum dengan Pejabat Tata
L'saha Negara:

masyvarakat  uemum
pada hidang hukun
publik dilaksanakan
oleh wrgan negara
vang disebut Peme-
rintaly atau eksekutit
atau  juga  dikenal

Megara

Fungsi —m

dilakukan
//x pepabat
imemberi Hk. Perdata LM
pelayanan
Umum
masvarakat  Hk.Pehblik dilakukan
’ T Pejabar
TLN

dengan istilah Ba-
dan ataun Pejabat Tata Usaha
Megara;

2. Pelavanan  kepada  masva-
rakat umum dibidang Hu-

Dan bagan di atas tampak jelas ke-
wenangan kedua organ o berbeda.



TV.

PEJABAT UMU'M
Berdasarkan  sistim hukum
nasional dan bersumberkan pada
Pasat 1[ Aturan Peralthan Un-
dang-Undang Dasar 1945, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata
(K1THPerdata) dan juga Kitab
I ndang-undang Hukum Dagang
(R U T Dagang) dimvatakan tetap

berlaku sebigal hukuny positil

[ndonesia, Dalam Pasal 1868
KUH-Perdata yang  merupakan
dasar dan landasan untuk mela-
Lhukan perbuatan hukum G bi-
dang hukum perdata di-tegas-
kan bahwa:

“Suatu akta orentik 1alab su-

atu akta vang di dalam ben-

tuknyva vang ditentukan okeh

Undung-Undane dibual oleh

atau dibadapan Pejabat -

mum yang berwenang untuk
it di tempat di mana akia itu
dibuar —

Apabila akta 1w dibuat bu-
kan oleh atau dihadapan Pejabat
U'muom atau pepabat vang tidak
berwenang  menural  undang-
undang untok itu. maka akta itu
bukan akta otemtik, Bengan de-
mikian dapat diketabui  babwa
Pejabat Umum menurut sistim
hukun Indonesia tdak mungkin
di bawah pengaruh wau Keku-
asaan ekschutif, juga tidak b
hawah pengaruh arau kekuasaan
yudikatit maupun legislatif, Hal
terschut disebabkan oleh harena
Pojabat L'mum dan eksckund a-
dalaly orpan negara. namun yang
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membedakan  adalah bidangnyva
lupasnya.

Dalam Undang-Undang No-
mor 4 Tabun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta
Pendis-Benda  vane Berkaitan
Denpan Tanah, Peraturan Peme-
rintah Nomor 34 Tahun 1997
tentany Pendattaran 1Tdnah, Pera-
turan  Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang  Persturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Fanah, PPAT dischuat juea se-
bagal Pejabat Lmum. Unluk je-
lasiva penvebutan PPAT sebaga
Pejabat imum perlu diketengah-
kan beberapa  peraturan yang
menvebutkan bal tersebut yaitu
1. Dalam Undang-1'ndang No-

mar 3 Tahun 1996 dikatakan

hahwwa Pejabat Pemluat Akta

Fanah vang selanjutnva di-

sebul sebagai PPAT adalah

Poiabat Uymuin vang diberi

kewemangan untuk membuat

akta  pemindaban hak  atas
tanah, ahta pembebanan hak
atas tanah. dan akta pembe-
rian kuisa membebankan hak
tanuglingan menurut peratar-
an perundansg-undanean vang
bertaku, Menurut  peraturan
perundany-undangan dimak-
sud adalah menune peraturin
vang berlaku, dalam hal in
adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 3T Tahwun 1998 1en-

tang  Peraturan Jabatan Pe-

jabat Pembuat Akta Tanah.
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* Dalam Pasal 1 butir 1 Pera-
turan Pemerintah Nomeor 24
Tahun 1997 tentang Pendaf-
taran Tanah dikatakan bahwa
Pejabat Pembuat Akta Tanah
selanjutnya discbut PPAT a-
dalah Pegjabat Umum yang
diberi  kewenangan umtuk
membual akta-aka Otentik
mengenal perbuatan hukum
ertentu mengenal hak atas
tanah ataw Hak Milik Atas
Satuan Rutnah Susun.
Sclanjutnva  lentang  fugas
pokok PPAT dapat dikerahos ia-
lam Pasal 2 axat (1) PP No. 24
Fahun 1997, Dalam pasal terse-
but tugas PPAT melaksanakan
scbagian  kegiatan  pendaftaran
tanah dengan membuas akta se-
bagai bukt telah dilakukannya
perbuatan hukum  tertentu me-
heenai hak atas tanah atau Hak
Milik atas Satwan Rumah Susun.
vang akan dijadikan dasar bagi
Pendaitaran perubahan data pen-
dafaran Tanah yang diakibatkan
oleh perbuatan hukum itu.

Kemudian mengenal perbu-
atan hukum tertentu diartikan se-
bagai perbuatan jual-beli. tukar-
menukar, hibah. pemasukan ke
dalam  perusahaan  (inhrengh
pembagian hak bersama. pembe-
rian Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai atas tanah Hak Milik.
pemberian Hak Tangeungan dan
pemberian kuasa muembebankan
Hak Tanggungan,

[{al lain di dalam Peraturan
Pemetintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta  [anah.
PPasal | dikatakan bahwa Pejabat
Pembual Akta Tanab  sclanjut-
nva disehut sebagai PPAT adalah
Pejabat limum yang diben ke-
wenangan untuk membuat akta
akta otentik mengenal perbuatan
hukum tertentu mengenal  hak
atas tanall atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun,

PEMBUATAN AKTA
TANAH

Pembutan akta tanah oleh pe-
jabat umum PPAT diatur dalam
Keputusan Menteri Negara A-
praria’kepala Badan Perlanahan
Nasionat Nomor 3 Tabun 1997
Dalam keputusan tersebut dise-
putkan:
1. Pembuatan Akta PPAT haros
dihadirt oleh para pthak yany
melakukan perbuatan hukum
vang  bersangkutan ataw o-
rang yang dikuasakan oleh-
n¥d dengan surat kuasa ter-
tubis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan  yang
berlaku,
Pembuatan Akta PPAT harus
disaksikan vleh sehurang-ku-
rangnyva dua (2) orang saksi
vang menurul ketentuan per-
undang-undangan vang ber-
laku. memenuhi syarat uniuk
bertindak schagai suksi da-

b



lam suatu perbuatan hukum,
vang membeti kesaksian an-
tara lain mengenai kehadivan
para pihak ataus kuoasanya.
keberadaaan dokumen-doku-
men vang ditunjukkan dalam
pembuatan akiz, dan telah
dilaksanakannya  perbuatan
hukum  tersebut oleh para
pihzak v ang bersanskutan.
PPAT wijib  membacakan
akta kepada para prthak vang
bersanuekutan  dan member
penjelasan mengenai 151 dan
maksud pembuatan akea dan
prosudur pendaltaran vang
harus selanjuinya sesuan de-
Naan keteniian ].']L‘I'EI[ Urafrl
vang herlaku,

Apdbila mengkal Keputisan
Menten Apraria dan Kepala Ba-
dan Pertnahan nasional d aas.
dapat diketahui perbedaan pem-
buatan Akt PPAT dengan pem-
buutan heputusan tata usaha ne-
cara vang dilakukan oleh Badan
atau Mvjabat Tata Usaha hegara.
Pembuatan keputusan tata usaha
necara tidak memerlukan keha-
diran para pihak vang dituju oleh
Keputusan  tersebut. Demikian
juga pembuatan keputusan it
tidak perlu dihadiri para saksi.
dan tidak perlu dibacakan wakty
pembuatan keputusan tata usaha
nezara tersebut, Hal ini berbeda
dengan pembuatan Akta PPAT.
vang  memerlukan  kehadiran
para pihak vange dituju. dihadint

L
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oleh saksi. dan wajib dibacakan

di hadapan para pihak.
Kewenangan PPAT dapat di-

ketahui Ji Peraturan Pemcrintah

Namor 27 Tahun 199% tentang

Peraturan Jabatan Perabat Pem-

buat Akta Tanah, vanp menje-

laskan hahwa PPPAT punva Ke-
wenangan unluk  mentbuat akta
olentik wntang perbuatan hukum
tertentu mengenal hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah

SLEELIN.

Secard termmalogi. permbuat
akta tansh disebut Pejabo Pem-
buat Akta lanab (disingkat PP-
ATy Sebutan o dipengaruhi
oleh historisnva. Sehelum diber-
lakukan  Peratutan  Pemerintab
Nomoer 24 Tahun 1997 rentang
Pendatiaran Tunah. diberlakukan
Peraturan Memerintah Nomor 10
Tahun %l tentane Pendaftacan
Tanah. Dalam peratardn ersebut
dikatakan:

b Sengp perjanpan sapg ber-
maksud  memindahkan hak
el tanak, memberikan se-
suate hak harg mas tanah,
mengpadaikan  tanab  atuu
meminjam uang dengan hak
atas tanah sehapal tangpung-
an harus dibukukan dengan
sualy akla vang dibuat oleh
dan dihadapan Penjabat vang
ditunjuk oleh Menteri Agra-
ria (selanjutnyva dalam Pera-
turan Pemerintah ini disebut
Penjabaty Akt tersebut ben-
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tuknva telah ditetapkan olch

Menter] Agraria.

2. Bentuk akta akta vang di-
maksud datam Pasal 19 Per-
aturan Pemernntah Nomaor 1)
.Tahun 1961 entang  Pen-
daftaran ‘lanah (1 embaran
Negara Tahun 1961 Nomer
2B} harus ditwat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah demgan
memperrunakan formulir
fdattar 15iany vang contoh-
coptohnya  wriampir  pada
Peraturan me.

Setelah PP Nomor 10 Tahun
1961 dinvatakan tidak berlaku
lagi karena diganti dengan Per-
aturan  Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentane Pendallaran
Tanah™ kata kata‘sebutan PPAT
masih lercantum dalam Pasal 37
avat (1) vang hbunvinva schaga
berikut: "Peralithan hak atas ta-
nah...... kecuali pemindahan hak
melalus  lelang hanya dapat di-
daltarkan jika dibuktikan dengan
akta vang dibuat oleh PPAT
yang berwenang menurut keten-
tuan  porataran perundang-un-
dungan vang herlaku.

Lran ketentoan tersebut, se-
carid sepintas. Jdapat  diketaho
perbedaan antara Akta dengan
keputusan  tata  usaha  negara.
untuk lebih jelas. penulis akan
bertsaha menpuraitkan dan
mengupas lebih lanjur hal it

Dalam Peraturan Pemerintah
Notmor 37 Tahun 1998 wentang
Perturan labatan Pejabat Pem-

huat Akta Tanah dikatakan bah-
wa Pcjabat Pembuat Akta anah
selaniutnya disebut PPAT adalah
Pciabat Umum vang diberi ke-
wenangan untuk membuat akta
olentik menpenal perbuatan bu-
kum fertentu mengena hab atas
tanah atau hak mulik alas Satuan
Rumah Susun.

Meskipun d1 dalam ketiga
peraturan  perundang-undanpan
terschut disebutkan  berkali-kali
bahwa PPAT adalah Pejabual T-
mum, namun peraturan tersebut
tidak secara rinet membual defi-
nisi apa itu yvang disebut Pejabat
Lmum. “Pgjabat Lomum adalah
organ negara yang  dilengkap
dengan kekuasaan umum  (ser
openhaar gezug bekleed) vang
berwenang  untuk  menjalankan
sehagian dart kekuasaan nepara
vntuk membuat alat bukn rertulis
dan otentik dalam bidang hukum
perdata. Akta vang  lahir dari
pejabat umum tersehut disebu
akta otennk lahir. Hal tersebut
sespal dengan  ketentuan vang
ditemukan dalam salah satu pasal
dalam Kitab Undang-lndang
Hukum Perdati vang tepas tepas
mengatakan “Suatu akta otentik
ialah suatu akta vane di dalam
bentuk  vane  ditentukan  wleh
undang-undang dibuat oleh atau
dihadapan Pejabat Umum yang
berkuasa untuk itu di mana akta
itu dibuatava®™ .



VIL.TUGAS POKOK PPAT

Tugas pokok dan kewenany-
an PPAT sciak labirnva Pera-
turan Pemertntah (P11 omor 10
Tahun 1961 entany Pendattaran
Tanah vang merupakan peratur-
an  pelaksana  Undang-lUndang
Nomor 5 Tahun 1960 tcntang
Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria, terdapat di Jalam Pasal
PO anvat 410 Pasal tersebut me-
uvebuthan “Unouk menjanin ke-
pastian hukum. oleh Pemenntah
diadakan penduitaran tanab dise-
luruh wilavab  Republik lnde-
nesia menurul kKetentuan-keten-
tan sany diatur dengan Pera-
turan Pemerintahl.

Pendatiaran hak atas tanah di
dalam Pasal 19 UUPA hamva
mengatur pendatiaran hak atas
tanali sang bersifiat adninistratif
Kewenanman in ada pada Peme-
rintab., vakiu pojabat adninistra-
tif nepara atau pjabatl tata usaba
negara.  Pasal  tersebut udak
memberikan kewenanygan kepa-
dia pemerintab untuk mengatar
perbuatan buhum vang menjagh
kowenungan  pihak-pthak  yang
herkepentingan, misalima perbu-
atan tentang perabiban hak. ter-
masuk jual belis hibab waupun
pettberian hak tertentu dari se-
orang pemilik kepada pihak lain-
nyil,

Adapun kewenangan mem-
buat alm bukt tertlis dan juga
vlentik, dari adismyva perbuatan
hukum para komparan yang ber-

KEWENANGAN PENCADI AN TATA USAHA NEGARA
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kepentingan, wiup berada pada
Pejahat Umum schagaimana te-
lah diatur dalam ULUPAD Agar
tidak timbul kekeliman penger-
tian, hahwa PPAT  berwenang
membuat  akta  sccara [abatan
{vmtieshalvey atau tetapl Ndak
berwenanyg membuat shta dalam
hukuem publik ¢preediebrecieline
akrenl. penulls kutip alisan dac
GHS Lumbon Lobimyg, baleva
“dalam Pasal 1 PN sth 1860
No, 3 oscetelab adanya Undang-
Uinglanyg “Somer A Tahun 2004
tentang Jabutan “otans wwrdapat
kata-kata: L membuat akta oten-
Gk menpenal semun perbiatan,
perjaniiun dan penetupan vaog
diharuskan oleh suitu peraturan
urmurn atau olzh vine berkepen-
tngan dikehendaki untuk dinva-
takan dalam suatu akra elenik. ..
Dralam hubunganns & dengan per-
Lataan perbuatan. perjaniian dan
penetapan. thmbublall suitu per-
mazalalan sebagai berikul:
1. Akta-akta apakab sang di-
buat aleh PPA L
2. Apaksh  dengan perharaan
perbuatan  faadefingen. di-
mahsudhan dengan perbuat-
an hukum rechilandeling-
e, atau ermasuk o pups -
dalamnya  perbuatan nxala
feitelithe hundelingen vang
bukan perbuatan recfirshoaned-
vlingen.
PPAT hanva memiliki wewe-
nang membuat  ak  otennk,
apabila bal 1o dikehendaki atau
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diminta  oleh  vang  berkepen-
tinean. Hal mana berarti babwa
PPAT udak berwenang mem-
bual akia olentik secara Jabatan-
amhishatve. PPAT tidak berwe-
nanz membuat Akta di bidang
hukum publik {(pubfickrechteli-
ke chren). Wewenangnya hanya
terbatas  pada pembuatan akta
akta i bicdiing hukum perdata.
Yang sangat peoting untuk
diperhatikan  adalabh  kata-kata
~ooaang Jdikehendaki oleh ber-
kepentingan...” Maksudnya ada-
lal:
1. para komparan menghendaki
agar dibuatkan akta otentik,
perjanian ataun penctapan it
senantiasa merupakan perbu-
Atun darl orang-orang vang
menugaskan  PPAT  untuk
plombat akta o atau de-
pgan  perkaaan  lam  pem-
buatan akta vang dilakukan
aleh PPAT, bukan merupa-
kan  perbuatan PPAT i
seneini. Denoan demikian
dapat dinvatakan bahwa kata
“perbuatan”  tidak mungkin
termasuk di dalamnya “per-
buatan”™ PPAT 1o sendiri,

o]

VILKEDUDUKAN DAN

KEWENANGAN BADAN/
PEJABAT TUN.

Dalam tulisan ini pengertian
Badan atau Pejabat Tata Usaha
Nepara dirasa perlu untuk dike-
tengahkan. karena erat Kartannva
dengan pembahasan scheluminya,

Schenarmva tugas dan kewenang-

an PPAT adalah schagaimana

disechutkan dalam Peraturan Pe-
merintah 24 Tahun 1997 tentang

Pendatiaran Tanah dan Peraturan

Pemerintah  Nomor 37 1abun

1998, vang sceara jelas dan lepas

merupakan dasar hukum hahwa

kedudukan dan keberadaan PPAT
adalah PPejabat Umuom.

Walaupun sudah jelas ten-
tang kedudukan dan keberadaan
PPAT selaku Pejabat {'mum di
datam lalu hmas hukum. maupun
menurut sistim hukum vang her-
laku di [ndonesia. totapi sampal
dengan sckarang masih ada per-
tany aan-perianvaan vang menim-
bulkan kesan dan opini masyva-
rakat bahwa PPAT adalah Pejabat
lata Usaha Negara. maka da-
iam  tulisan i sayaakan menco-
ba meluruskan jalan fikiran ter-
sehut.

i bagian awal dar tulisan
ini sudah dikerengahkan tentang
argan  negara vang salah sal
fungsinva memberikan pelavanan
kepada masvarakal umum  akan
adanva alat buki erulis vang
disebut juga dokunmen. Dokumen
merupahan  alat  bukti tertulis
dibedakan:

. Dokumen atau alat bukti ter-
tulis dalam  hidang  bukam
publik,  dikeluorkan  atau
meniadi kewenangan  untuk
menerhithkannva pada Pegja-
Bt Lans Lsaha Nepara, Su-
lah satu uiud darnt dokumen
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atau alat bukii wrutis dalam
bidang hukum publik ber-
bentuk Surat Keputusan.
Dokumen  atau  alat  buko
tertulis dalam hukum  per-
data terdint dari bukn tulisan
vang berupa Akta dan tulisan
biasa vang bukan Akta.
Seringkalt timbul pertanya-
an. apakah ahta otenuk sang
dibuat Jdihadupan PPA 1 Peahat
L'mum  adalabh  sama  dengan
dokumen otenuk vang menjadi
kewenangan Badan-Pejabat Tata
Uisaha Negara, Keduanya  nie-
mang  merupakan  Tenpunyai
kekuatan otentik dalam penger-
L mempuns ai hebenaran vang
dapat dipereasa dan dikeluar-
kan oleh suatu lembaga vang
berwepany., akan letapi vang
dimaksud denpgan Akta Otentik
adatab  suatu istilah hukum
formal vong ada dalum hukum
perdata. sehagaimany ditentukan
pada Pasal 1868 KI'H-Pcrdata,
vang bunvinva Tsuato akia oten-
tik talah suata akta yang didalam
hentuk  vang  ditentukan  oleh
undang undang dibuat olch atau
dihadapan Pejabat Umum yang
berwenang uniuk itu ditempat d
mana akla dibuatnyva™

Badan atau  Pojabat  Tata
[sabi Negara schagar organ ne-
para berwenang untuk membuiat.
mengeluarkan dan menerbitkan
Surat keputusan. sedangkan Pee
jabat L'muim juga organ Negara
berwenang untuk membuat akta

[

otentih. Salab saiu latar belakang
dun  pemikiran mengapa perlu
dibuat undang-undany Peradilan
Tata Lisaha Dewara Jdikarenakan
Negara Republik Indonesia seba-
gan negara hukum berhuan me-
wujutkan tata kehidupan hangsa
vang  scjahtera, aman,  wolram
dan tertik.

Peradilan Tita [ sahi Negara
Jiciptakan untub mepy clesaian
senegketa antara pemerintih dan
warga negarany 4. vihn senpkeld
vang timbu schagai akibat dari
adanva  tindahan  pemerintah
sang  diangpap melunggar bak
hak wiarga negaransa atan de-
npan  perkataan lain Peradilan
lata Usaha Newars diadakan da-
lamn ranghky memberi perlindung-
an kepada raksat.

Satah  satr Cirl utamanya
sengketn L usaha negary vang
menyangkul bidang hukum pu-
blik adalali adanya Keputusan
Tata L 'saha Negara vang dike-
luarkan olebh Badan' Pejaha Tuta
Usaha Negars.  Permasalahan
timbul, apa vang dimaksud de-
ngan Badan‘Pejabat Tata Llsaha
Negarn, dan Reputusan lata
Usiha Nozard. Lntuk menjawab
permasalahan ini kit kembali
pada peraturan  dasarnya yaitu
Undang L dang Nemor 5 Tabun
1986 vang telah dirubab denpan
Endang-Undang Nomer 9 Tahun
2004,

Pada Pasal 1 anpha 2 LLL
No. 5 Tabun 1986 dikatakan bah
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wa “Badan atau Pejabat Tata
1 saha Wezara adalah Badan alau
Pejabal vang melaksanakan u-
rasan  pemerintahan  berdasar-
kan peraturan  perundang-un-
dahgan vang berlaku. Pengertian
urusan  pemerintahan menurut
penjelasan undang-undang ada-
lah kegiatan yang bersifat peme-
rintahan vaitu kegiatan yang ber-
sitat ehsekutil

Dalam implementasinya pe-
neertian di atas masit timbul
permasalahan,  vang  akibatoya
menimbulkan perbedaan penda-
pat vailu sampai seberapa jauh-
kah dapat badan atau pejabat 1tu
dikatakan menjalankan  urusan
peroerintahan  dan slapa yang
menjalanhannya. Untuk jelusnya
dalam tulisan ini, penulis tinjau
sccara  hisloris umhulnya  pe-
ngertian tersebut dalam Undang-
I ndang Nomor 3 Tahun ]986.

Dalam  rancanpan  undung-
undang Peradilan Tata Ulsaba
Nepara. dahuli pada tahun 1986
dipakai atae dipergunakan {or-
mulasi sebagal berikut: Badan
Tata Usaha Negara adalah badan
vang menvelengparakan kegiat-
an Tata llsaha Negara, Dalam
rapat-rapat Panitia Khusus (Pan-
sus) i Dewan Perwakilan Rak-
yar (DPR). terjadilah pembica-
raan-pembicaraan Ji amara ber-
bagai fraksi dan pihak peme-
rntah  vang  dipimpin  aleh
Menteri Kehakiman dan dalam
rapat terschut  dijelaskan  olch

Pemerintah  tentang  formulas)
tersehul.  Penjelasanmya  adalah
mengambil dari pendapar [ndro-
harto tmantan Hakimy Agung
Keta Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Tata Ulsaha Segara.
alm.y selaku anggota dalam tim
Menteri Kehakunan, vang rapat-
nva dilangsungkan pada tangral
30 September 1986 sampar de-
nean tanggal 3 Okiober 1986

Llraian tersebut pada pokok-
nya adalah sebaganmana yang
kemnudian pada tahun 1991 di-
muat dalam buku beliau vang
berjudul "1isaha memabanu LU'n-
dang-undang tentang  Peradilan
Tata Usaba MNepara™, Dalam bu-
ku tersebut oleh bapak  Indro-
harto. dijclaskan teplang penger-
tian APA dan SIAPA vang di-
maksud dengan Badan ataw Jla-
hatan Tata Ulsaba Nuegara it
menurut Pasal 1 avat ¢ 2y ukuran-
nva ditentwkan oleh TLNGSI
vang dilaksanakan oleh Badan
atau Pejabat Tata [U'saha Ne-gara
pada saat tindakan hukum Tata
LIsaha Negara itu dilakukan,

Apabila vang diperbuat pada
saat ilu berdasarkan peraturan
perundang undang-an yang ber-
Jaku merupakan Pelaksanaan da-
Ho ourusan  pemerintahan. maka
APA SATA DAN SIAPA SATA
vang melaksanakan funasi peme-
rintahan. dapat dianggap sehagai
suatu Badan atau Jabatan lala
L'saha Nepara.



Dengan demikian pendapat
hapak Indroharto menggunakan
ukuran vang bersifat fungsional.
schinppea pejabat pejabat yang
bukan pepawai negeri-pwi. apa-
bila dalam melakukan tugasnya
masuk  urusan  pemerintahan.
masik dalam penger-tian Badan
atau Pejabat vang melak-sana-
kan urisan pemerinthan,

M samping juga pendapat
vang memikal ukuran vang ber-
sifat tormal stiuktural vaitu ha-
nvi terbatas pada mereka vang
herdasarkan pada struktur orga-
nisdloris dan secara formal be-
rada dalam  lingkungan/jajaran
chsekutil, Karenanyva menurut
pendapat tni yang Jdimaksoed de-
ngan Pejabat Tata saha Negara
hanvalabh dilihat secara semput
struktural. terbatas pada pegawa
neger atau Pejubat Negara vang
berada dalam jajaran cksekuotif”
pemenntahan saja.

Dalam penulisan im untuk
jelasnya penubis mengutip tulis-
an Paulus Lffendi [otulung vang
memberikan contoh schagar be-
rikut: seorang Ketoa Pengadilan
Neger vang menjatuhkan putus-
an dalam kasus perkara yang di-
tanganinya. bertindak selaku or-
wan judikatif’ dan dalam flngsi
judikatil, Ketua Pengadilan Ne-
pert wersebut sebagan pojabat Ke-
kuasaan  Kehakiman,  Dalam
fungsi vang demikian. Ketua Pe-
ngadilan Negeri tersebut bukan
bertindak sebagar Pejabat Tata
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L'saha Nepara. dan karcnanya
putusantyva tdak dapat dikatakan
scbapai Keputusan Tata lisaha
MNegara serta udok dapat dipugat
di Peradilan {ata | 'saha Negara

Meskinun demikian. apabila
Ketua Pengadilan Negen terse-
but menerbitkan  kepuiusan-ke-
putusan terhadap pegawamya di
lingkuogan pengadilan vang di-
pimpinna. misalnva  mengena
cull pepasal. penunjukkan jurn
sita pengrant Jdan schaguinys.
pokoknya permasaldhan kepepa-
wakan, maks fungst vang demi-
kian. ia tidak bertindak sebaga
organ sudikatif. Pada saar me-
nerhitkan heputusannya it Ke-
tua Pengadilan Negen herkapasi-
tas dan bertindak schagal organ
administratil, 1Jolaom hal ukuran
fungsional sang demikian ia me-
rupakan Pejabar Tata Usaha Ne-
gard. sehingga konsekwensinva
dapat digugat di Penpadilan Tata
Usaha Negara, karena keputusan
tersebut merupakan poduk Ke-
putusan Tata Usabia Negara,

2an urailan tersebut di atas
dapat terlihat perbedaan kegiatan
vany dilakukan  oleh  Pejabat
Pembuat Akta Tanah sebaga ke-
giatan vanyg bukan hersifal pe-
merintahan sewakin pembuatan
akta. tetapr kegiatan vang masuk
di lingkungan  hukum  perdata
Tugas pokok PPAT metahsana-
kan schawion heglatan pendaf-
taran tanah dengan membuat
akta. dan pembuatan akta PPAT



ERA HUKUM NG TH 16 SEPTEMBER 2008

hukanlah kehendak dam PPAT
tetapi kehendak dari para kom-
paran  yang menghendakn agar
perbuatan yang dilakukannva di-
nyvatakan dalam bentuk owentik.
vang menjanmin Lepastian tang-
pal peribuatan akta. Tugas dan
PPAT tetbatas dalam melakukan
perckaman - perbuatasn hukum
atau recording of deads of con-
vevasee dari para Rompdrar.

Akta vang dibuat di hadapan
PRAT helum tinal, dan belum
me-nitmbulkan  akibat  bukum.
masih - me-merlukan  tindakan
lanjutan vang herbentuk proses
pembalikkan  nama. schingoa
dalam Pasal 2 avat {13 PP No-
mor 37 ‘Tahun 1998 dikatakan
tugas pokok PPAT melaksana-
kan schagian kegimtan pendaf-
taran tarah  dengan  membuat
Akta Tanah

Palam Pasal & ayat (23 TF
womer 24 Tahun 1997 tentung
Pendaftaran Tanah  dikatakan
“Dalam  melaksanakan  pendat-
taran  tanah. Kepala Kantor
Pertanahan dibantu olch PPAT
dan Pejabat lzin vang ditugaskan
untuk  melaksanakan  Kegiatan
ter-tentu menurut Peraturan Pe-
merimah inl dan peraturan per-
undangan-undangan yang berla-
ki, Dalam penjelasan pasal  de-
mi Pasal. vang dimaksud dengan
kegiatan kegiatan tertentu ada-
lah. misalova. pembuatan Akla
PPAT oleh PPAT. atan PPAT
sementara. pembuatan risalah le-

lang oleh Pejabat Lelang. aju-
dikasi dalam pendafiaran tanah
secara sistematik  oleh  Panitia
Ajudikasi. dan lain sebagainya.
Mari norma tersebut, jelas
hahwa Aka PPAT. hukan kepu-
wsan Tata Usaha Negara, karena
fidak memenuli kriteria berist
nindakan hukum tata usaha ne-
gara dan final, Apa yang dila-
kukan PPAT hanva morupakan
tindakan schagian schagai pem-
hantu Pendaftaran Tanah dalam
rangka proses balik oama. Bukti
lain bahwa perbuatan PPAT be-
lum final., vang dapal ditemukan
di Pasal 37 avat {1) Peraturan
Pemerintah  Nomer 24 Tahun
1997 tentanp Pendaftaran Tanah.
vang menyatakan Teralihan hak
atas tanah dan hak omhk atas
satuan rumah susun melalui jual
beli. tukar menukar. hibah, pe-
masukkan dalam perusahaan dan
perbuatan  hukum pemindaharn
hak lainnya. kecuali pemindahan
hak melalui lelang hanva dapat
didaftarkan jika dibuktikan de-
ngan akta yang dibuat alel
PPAT yang berwenany menurul
ketentuan peraturan perundany.
nndangan vang herlaku.

vill, KESIMPULAN

Herdasarkan uraian di atas
maka penudis mengambil kesim
pralan:

1. Nepara sehagal rechi figuti

alay sehapat badan hukum d



L

dalam menjalankan  [ungsi-
nva. kewenangan dan keku-
asaannyva mutlak adanva or-
pant yang mewakilinva atau
dikenal dengan 1stilah orpan
negara.
Nalah satu fungst utama ne-
vara adalah membenkan pe-
lavanan kepada masvarakat
wmum vang terdird dari;
. Pelavanan umum i hi-
dang hukum publik. dan
b Pelavanan umum di bi-
dang hukum privat atau
perdat.
Pelavanan negara pada ma-
svarakat umum dalam ba-
dang hukum publik™ publick
rechtelike  dijalankan  oleh
organ negar vang dimama-
kan Pejabar Tata Usaha Ne-
cara atal Pemerintah ataw
Eksckutit,
Pelavanan nepara pads ma-
svarakal  umum  dalam bi-
dang hukom privat atau hu-
kum perdata. dijalankan alch
Ordan negara sang dinaima-
kan Pejabat U mum.
Baik Pejabal Tata Usaha Ne-
rara maupun Pejabat Umum
adalab  sama-sama  sebapgm
orean Negara, akan tetapi
Pejabat Umoem bukan Poja-
bat Tata Ulsa-ha Nepara de-
mikian pula sebaliknva Poe-

jabart Tata Usaha Ne-gara bu-

kan Pejabat Limuamn.
Pengertian Pejabat Ulmum
sendirt di dalam peratuiran
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perundang-undangean bebum
ada detinmsinsa akan tetapl
cleh beberapa pakar hukum
vang  membert  pengertian
bahwa Pgjubat | mum adalah
organ e eara vang Jdeperleng-
Lapt dengan hehuasaan u-
MIUNT LR opeifuuy roesag
fekleed) berwenung menja-
lankan schawian dan kekua-
saan negard unfuk membuat
alat buktl tertulis doan wentik
dalam hidang hukum perdata.
PPAT adulah Pejabat Umum
vang  berdasarhan peraturan
perundang-undangan, berwe-
nang denpan mengecualikan
pejabal lainmyva wntok mem-
bt akla olentik mengenal
semud perbuilan, perianiian
dan ketctapan vang diharus-
kan oleh sesuwatu peraturan
umum el dikchendaki oleh
vang  bereepentinoan untuk
Jimvarakan dalan suatu Akta
otenlik. memantin hepstian
tanggalnva. mensinipan akta-
nya dan memberikan grosse,
salingn dan kutipannyi, se-
mudnya 0 sepanjang akta-
akta ity tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pe-

Jabat vang lain.

Akta otentth adatah suatu ak-
ta sange d1odalam bentukova
ditentukan olelh undang-un-
dang. dibuat vleh atau diha-
dapan Pojabat 1 mum vang
bperwenany untuk 1t dalam
wilayah kewenangan akla 1u
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11).

11.

dibwat, Derdasarkan hal ter-

sehut. untuk dapat dikatakan

suatu akta adalah otentik. ha-
rus memenuhi unsur:

a. Bentuk akta ulentik itu
ditentukan oleh undanp-
urrclang:

b, Akta itu dibuat vleh atau
diludapan Pejabat Lim-
um: dan

c. Akt itu dibuar dalam
wilavih kewenangan da-
Mo operabat umum vang
mwenibuat aktn otentik
1.

Tiduk ada pejabat umum lain
selamn PPAT sebingga hewe-
nanzan FPA L membuat akta
aelinlah hersilat amum (regel)
sedangkan kewenangan peja-
but 1aimnva adalah kewe-
nangan peneecualian,

Wewerung lain dan pejabat

lamnya selain PPAT antuk

membuat akta otentik. hanva
ada dan diperkenankan apa-

bila oleh undang undang di-

my atakan secary legas. bahwa

selain dari PPAT mereka ju-
ga turui herwenang membu-
atnva atau ontuk pembuatan
akty  tertentu mereka  oleh
undang  undang  dinvatakan
sebagal sate satunya yang

herwenang untuk i,

Sckalipun untuk pembuatan

akta  akly reriento. selain

PPAIL ada pejabat lam vang

juga berwenang  memboat-

mvn Hal dermikian tidak da-

14,

pat ditafsirkan hahwa pejabat
pejabat lain wrschut. lantas
menjadi Pejabat Umunw ha-
nva PPAT menurur sistim
bukunt dan berdasarkan per

aturan  perondang-undangan
ditunjuk. sebagal  Pejabat
[ mum.

CKeberadaan dan kedudukan

Pejabat Umum nidak dan bu-
kan untuk kepentingan prihi-
di vany menjalankan jabutan
itu tetlapi semata mata karena
diperlukan oleh dan demi k-
pentingan masvarakat umuna.
untuk  memperalch  jamiman
kepastian hukom berupa alat
bukti tertulis dan otentik da-
lam bidang hukuwm perdati

. Pejabal Pembuat Akta Tanah

adalah Pejabat Umum yuny
diberi kewenangan  untuh
mengkonstatasikan kehendak
pard pihah vang melabukan
per-buatan  hukum  desgar
objek berupa lanah Kedalan
suaty akta sang merupakar
akia otentik yvang mempunyil
ke-kuatan pembuktian sang
sempurna.

Substansi akta Pojabat e
buat Akia Tanah adalab ulal
bukti syany menamm kebe-
naran  suato  transaksi o odbas
tanah v balk kebenaran
tungeal maupun atas subjek
hukuminya,

. Pengertiun tinal sebagaiman:

dimaksudkan oleh Kepuatusan
Tata Usaha Newara adalal tr-



dak terdapat pada Akta PP-
AT. scbab tujuan pembuatan
akta PPAT semata mata sc-
bagai bukti atas suatn tran-
saksi. dikarenakan Pelabat
PPAT asih mempunyai ke-
wajiban untuk melan-jutkan
pelaksanaan rangkatan pro-
ses pendaftaran tanah.

16. Tugas Pejubat Pembuat Akia
Tanah dalam hal ini sebagai
Pejabat Limum hanva seba-

pai  recording of deed of

conveyance |perckaman dan
perbuatan perbuatant sching-
ca wajib mengkonstasikan
ke-liendak para pihak yang
telah mencapai suatu Kese-
pakatan di antara mereka.
sehingpa Akty PPAT bukan
merupakan suaty kepu-tusan
atau Aoschikking,
kesimpulan lebih tanjut dan
uraian-uraian schagalman [erse-
but di aas, adalah bubungan hu-
kum dalam bidang pertanahan
dapatl dibagi menjadi:

1. Hubungan hukum secara Hao-
risontal vaitu hubungan hu-
kum antarn subjek hukom
secara bilateral. sebagal per-
wujudan adanva perbuatan
hukum yang harus dibukti-
kan sceara tertulis dan oten-
tik. Dalam hal inilah kedu-
dukan.  keberadaan.  fungsi
dan perapan PPAT  dalam
menjalankan lungsinya seba-
gai Pejabat Umum  untuk
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nmembuat akta akta PPAT a-
tau akta otentik dirmaksud.
Hubungan  hukumr  sccara
Vertikal antara subjek hu-
kum dengan objek hukum
vang berupa tanah, sang me-
lahithan hak bayi subjek hu-
kum aras tmah atan hak aas
tanah.
Dalam hal inilab keberadaan,
kedudukan, tungsi. dan peranan
Pejabat Pendafiaran Tanal vang
menjalankan  Lungsinva sebaga
Badan atuu Pojabat Tata llsaha
Negara untuk melahirkan suata
dokumen atau alat bukii adanya
Pendattaran Hak Atas Fanah.
Dan semoanva jelaslab letak
atau  posisl  masing masing i
dalamy  tatanan hukum menurut
sistim hukum  vang dismit dan
berlaku di  [ndoncsia mengenal
kedudukan, fungsi dan  keowe-
hangan dar:
1. PPAT wvaitw i dalam sistim
hukun perdata adalah peja-
hat  yang  melahirkan  alat
hukti berupa akta oentik:
Pejabat  Pendattaran  Tanah
vang dilakukan oleh instansi
kantor Pertanabun Nasional
atau Badan Pertanahan Na-
sional  mempunvai kewe-
nangan. kewajiban melaku-
kan pendaftaran hak  atas
tanab sebagai  huktl dalam
bidang adminisitasi. antara
lain {a) pengukuran.  per-
petaan. dan pembukuan
tanah, (by pendultaran hak
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atas tanah dan peralihan hak
tersebut: {¢) pemberian surat
tanda bukti hak. vang her-
laku sebagan alat pembukiian
vang kuat berupa Serti-fikat.
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